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Abstract  
This article discusses how the Ulama in Aceh or it’s so-called with Teungku Dayah affiliated with 
the Consultative Council of Ulama (Majelis Permusyawaratan Ulama) have experienced the 
dysfunction of his political agency. Using the Giddens’ theory of structuration , this article yields 
some conclusions that genealogically and historically the relations between people of Acehnese and 
Ulama is structural patterns of action pertaining to social, economic, educational and political life. 
Ultimately, the Ulama action is interpreted as a sacred-religious agency and penetrates into the 
profane-worldly agency. Aceh's political Ulama have now branched out according to the personal 
and group human interests.  
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1. PENDAHULUAN  
Disfungsi agensi politik ulama di Aceh menarik dikaji utamanya bila ditinjau dalam perspektif 
strukturasi. Disfungsi tersebut berkaitan dengan keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama yang 
bergulir di Aceh yang keberadaannya sungguh berbeda dengan konstelasi politik local di wilayah 
lain di Indonesia. 
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh adalah sepadan dengan Majelis Ulama 
Indonesia di Pusat sebagai salah satu bentuk keistimewaan yang diberikan Republik Indonesia 
kepada Aceh dalam menjalankan roda pemerintahannya yang khas Aceh (Acehnese). Keistimewaan 
ini pun karena berdasarkan aspek historis dan sosiologis daerah Aceh di mana ulama telah 
memberikan kontribusi dalam hal pembentukan pola kehidupan masyarakat yang islam secara 
sosial dan politik. Oleh sebab itulah, masyarakat Aceh memberikan posisi dan kedudukan yang 
terhormat dalam konteks kemasyarakatan sosial dan pemerintahan (negara). Selebihnya adalah 
masyarakat Aceh mempunyai landasan aksiologis dan filosofis yang mengakar dengan penerapan 
syariat Islam di tanah Aceh.  
Senada dengan Hiroko Horikoshi (1987: xvii) bahwa kyai memiliki peranan kreatif dalam 
perubahan sosial, ulama di Aceh pun secara historis -selain sebagai guru ngaji dan juru dakwah-, ia 
memberikan gagasan dan seruan-seruan dalam tindakan demi kemajuan dan perubahanan yang 
maksimal pada dimensi ideologis dan praksis dalam kemasyarakatan dan pemerintahan 
(kekuasaan). Sebagai agen atau aktor sosial, kedekatan ulama di Aceh  dengan masyarakat sangat 
Muhammad Chabibi: Disfungsi Agensi Politik Ulama di Aceh      2 
 
  
Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da’wa Journal 1(02)  
kental. Posisinya yang sentral dapat memberikan pengaruh pada tingkat sosio-politik berupa 
kebijakan dari pemerintahan (kerajaan)  atau kendali tindakan dari kemasyarakatan. 
Kendati demikian, setelah ulama Aceh yang berafiliasi dalam bentuk institusi keagamaan di 
Majelis Permusyawaratan Ulama, secara struktur keulamaan dan kewibawaan ulama tetap terjalin 
dan dihormati, akan tetapi peran ulama sebagai agen dari tindakan dan perubahan sosial mengalami 
krisis dan pereduksian oleh sebagian masyarakat apabila hal itu bersentuhan dengan politik. Ketika 
ulama berbicara mengenai politik, di situlah kepercayaan masyarakat mengalami fragmentasi 
pilihan rasional, seperti sikap menerima jika yang dibicarakannya itu sesuai dengan pilihan 
kelompoknya atau sebaliknya sikap menolak jika yang dibicarakannya itu tidak sesuai dengan 
kelompoknya.  
Oleh karenanya, tulisan ini -sebagai awal- melihat bahwa di satu sisi, Majelis 
Permusyawaratan Ulama memiliki peran dan fungsi secara struktur baik kelembagaaan 
(institusional) maupun kemasyarakatan (kohesi sosial), akan tetapi di sisi yang lain perannya 
disfungsi karena menyangkut permasalahan tentang perpolitikan.  
 
2. KAJIAN LITERATUR DAN ASUMSI 
Terma ‚ulama‛ berasal dari bahasa Arab ‚’ulama’, sebuah kata berbentuk jamak dari kata 
‚’alim‛, yang berarti orang yang memiliki ilmu pengetahuan secara mendalam atau dengan kata 
lain, orang yang memiliki ilmu yang berkualitas dalam berbagai bidang. Dalam pengertian yang 
lain, atau dalam arti luas, kata ‚ulama‛ adalah para ilmuwan, atau orang yang memiliki ilmu 
pengetahuan baik di bidang agama, humaniora, sosial maupun kealaman. Namun, dalam 
perkembangannya kata ini mengalami penyempitan arti dan digunakan khusus untuk orang yang 
memiliki pengetahuan di bidang agama saja atau orang yang ahli agama saja.  
Di Indonesia, ulama memiliki sebutan yang berbeda-beda dari pengakuan masyarakatnya di 
tingkat daerah, seperti Kiai dalam masyarakat Jawa, Ajengan dalam masyarakat Sunda, Buya 
dalam masyarakat Minang, Syeikh dalam masyarakat Sumatera Utara dan Tapanuli, Tuan Guru 
dalam masyarakat Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 
Tengah, dan terakhir Teungku dari masyarakat Aceh. (Rusjdi Ali, 2003: 71) 
Di lain pihak, Azyumardi Azra (2002:28) mengemukakan bahwa pada awalnya istilah ‚ulama‛ 
secara sederhana memiliki arti ‚orang yang mengetahui‛ atau ‚orang yang memiliki ilmu‛. Tidak 
ada pembatasan ilmu secara spesifik mengenai pengertian ini. Tetapi seiiring dengan 
perkembangan dan terbentuk ilmu-ilmu keislaman, khususnya syariah atau fikih, pengertian 
‚ulama‛ menyempit menjadi ‚orang yang memiliki pengetahuan di bidang fikih‛.  
Hal ini berbeda dengan apa yang disampaiakan oleh Hasjmi (2012: 92), bahwa dayah, 
sepertihalnya surau atau pesantren di mana ia berpusat di daerah-daerah terpencil. Dayah Tanoe 
Abe misalnya, dibangun dekat Gunung Seulawah sekitar 50 km dari Banda Aceh. Dayah menurut 
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Hurgronje lebih dekat dengan komunitas masyarakat kampung. Ulama dayah dipercaya memiliki 
kekuatan spiritual untuk mendatangkan berkah atau kututkan dan memeiliki kekuatan untuk 
menyebabkan sakit atau memberi kesembuhan. Secara tidak langsung ulama dayah mempunyai 
hubungan dengan Islam yang bercorak budaya tani. Namun dalam perkembangannya, ketika ia 
mengalami adaptasi kultural, kata Zawiyah mengalami perubahan dialek dalam pengucapan dari 
masyarakat Aceh, yaitu perubahan huruf kata dari zawiyah menjadi dayah/deah. Hal ini disebabkan 
oleh masyarakat Aceh dalam bahasa sehari-hari sering terjadi pertukaran dialek dari huruf Z 
menjadi D. (Rusjdi Sufi, 2006: 73) 
Secara genealogis, kata Zawiyah (juga dipahami sebagai ribath di Arab) ini pertama kali 
digunakan untuk penyebutan suatu tempat di sudut Masjid Madinah ketika Nabi Muhammad 
melakukan dakwah pada masa awal Islam. Para sahabat Nabi yang mendapatkan pengajaran dan 
penyampaian dakwah Nabi tersebut kemudian menyebarkan Islam ke pelbagai tempat. (M. Basyah, 
1987; 7)  
Pada abad pertengahan, kata Zawiyah dipahami sebagai pusat agama dan kehidupan spiritual 
dari penganut tasawuf. Karena itu, tradisi pembelajaran di zawiyah didominasi oleh para ulama 
perantau, kemudian tradisi yang terdapat di zawiyah tersebut dibawa dan disebarkan ke tengah 
masyarakat. (Gibb,1961; 657) Mobilitas dakwah yang dilakukan oleh para ulama aktivis zawiyah 
tersebut telah berkoherensi secara sosial dengan Islam yang berkembang di Aceh yang tidak lepas 
dari peran para da’i tradisional Arab dan para sufi yang aktif menggeluti lembaga zawiyah tersebut. 
(Yunus Jamil, 1968; 4) Melalui tangan meraka inilah, zawiyah diperkenalkan di Aceh dengan 
aktivitas dakwah yang mereka lakukan. Setelah mengalami proses akulturasi (acehnisasi/di-
acehkan) maka berdirilah dayah seperti yang ada di Aceh saat ini. Dengan demikian secara 
genealogis, dayah bukanlah lembaga pendidikan Islam yang berasal dari tradisi Hindu yang 
mengalami islamisasi sebagaimana pesantren di Jawa dan surau di Minangkabau. (Rusjdi Sufi, 
2003; 12) Tradisi penyebaran dan pembelajaran ini diperkuat dengan pernyataan A. Hasjmi yang 
dikutip oleh Azyumardi Azra di dalam bukunya bahwa ‚ada salah seorang murid dari ‘Abdul Rauf 
al-Sinkili (1615-1693) yang bernama Dawud al-Jawi al-Rumi sebagai khalifah utama al-Sinkili. Ia 
bersama dengan gurunya (al-Sinkili) mendirikan dayah, lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh 
di Banda Aceh‛. (Hasjmi, 1975; 20-21) Menurut catatan sejarah, kepakaran al-Sinkili beragam dan 
menguasai hampir seluruh bidang keagamaan seperti di bidang tafsir, hadist, fikih dan terutama 
tasawuf. 
Dari sini dapat ditelisik bahwa pendirian dayah-dayah yang dilakukannya bersama dengan 
murid-muridnya tidak lepas dari konstruksi keilmuan yang terbangun di dalam pemikiran 
intelektual-sosial keagamaanya seperti tafsir, hadist, fikih dan tasawuf (sufistik). Termasuk 
penyebaran ajaran-ajaran dan tarekat-tarekat al-Sinkili di tanah Melayu-Indonesia terutama 
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Tarekat Syathariyah yang sudah umum di banyak negeri Kepulauan Nusantara. (Azyumardi Azra, 
2002; 266) 
Di dalam kebudayaan Aceh, ulama atau teungku dayah bukanlah gelar yang diberikan 
berdasarkan atas garis keturunan atau warisan turun-temurun (faktor genetis) tetapi perolehannya 
melalui proses perjuangan manusia dalam menuntut ilmu-ilmu keislamaan yang diperkuat dengan 
integritas moral (akhlak) dan kharisma keulamaan yang muncul melalui kedekatan ethico-sosial 
bersama masyarakat. Berbeda dengan status sosial lainnya yang dapat diperoleh secara turun 
temurun (faktor genetis) seperti status tuanku, yaitu sebutan untuk anak raja dan teuku, yaitu 
sebutan untuk anak uleebalang (orang yang mendapat kekuasaan dari sultan). Gelar teungku bisa 
diberikan kepada laki-laki dan perempuan sebagai gelar keagamaan dan bersifat terbuka untuk 
semua strata sosial seperti dari keluarga teungku dayah sendiri, teuku, tuanku, sayyid dan mungkin 
dari masyarakat biasa.  
Sebagai pendidik atau penganjur agama, ulama di Aceh mendapatkan pengakuan yang bersifat 
lokal dari masyarakatnya sebagai orang Muslim yang berpengetahuan luas mengenai ilmu 
keislaman dan akhlak sehingga diyakini tidak ada anggota masyarakat yang sepadan dengan 
keilmuan dan wibawa ulama. Keyakinan tersebut berlanjut kepada sikap memposisikan ulama 
(teungku dayah) sebagai pemegang otoritas keilmuan Islam seperti al-Quran, hadist dan fikih. 
Keyakinan masyarakat Aceh terhadap ulama sebagai pemegang otoritas agama menciptakan 
satu kohesi sosial yang kuat setelah masyarakat memberikan rekognisi sosial atau pengakuan 
keualamaan dari komunitas masyarakatnya. Dengan demikian segala justifikasi norma agama yang 
keluar dari ulama Aceh menjadi sebuah ketergantungan mendalam bagi masyarakatnya. Termasuk 
apa yang berkaitan dengan tindakan-tindakan individu dari masyarakat berkenaan dengan sosial, 
ekonomi, pendidikan dan politik. Menurut Azra (2002; 29), pengakuan ulama oleh masyarakatnya 
bukan karena ia dapat menguasai pemahaman tentang agama, akan tetapi ada faktor sosio-religius 
yang membuat pertimbangan-pertimbangan terkait dengan integritas moral dan akhlaknya yang 
dilengkapi dengan unsur kedekatan ulama kepada umatnya. 
Implikasi dari keyakinan dan ketergantungan ini adalah menempatkan -secara tidak sadar – 
ulama Aceh sebagai agen atau aktor yang mampu melakukan tindakan atau dapat dikatakan 
sebagai pelaku utama yang memiliki hubungan kekuasaan antara dirinya (sebagai agen) dengan 
struktur yang diamini oleh masyarakat. Hubungan pola antara agen dan struktur ini sering disebut 
dengan ‚teori strukturasi‛ yang dikembangkan oleh Anthony Giddens (1984; 258). Menurutnya, 
konsep struktur menunjuk pada aturan (rules) dan sumber daya (resources). Sementara aturan 
menunjuk pada prosedur yang mengatur bagaimana agen (individu ) seharusnya bertindak. Agensi 
atau aktor menunjuk pada kapasitas atau kemampuan aktor untuk melakukan tindakan; orang-
orang yang konkret dalam arus tindakan dan peristiwa di dunia secara kontinyu. (Nanang Martono, 
2016; 73)  
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Struktur dalam konsepsi Giddens berbeda dengan pemaknaan struktur versi Durkheim yang 
lebih bersifat mengekang individu. Struktur dalam pemaknaan Giddens lebih bersifat 
memberdayakan, memungkinkan terjadinya praktik sosial. Objektivitas struktur tidak bersifat 
eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan. Struktur bukanlah 
obyek yang bersifat materiil melainkan sebuah skema yang muncul dalam praktik-praktik sosial. 
(Nanang, 2016; 74) 
Ulama di Aceh atau teungku dayah dalam keyakinan dan rekognisi di atas, bila boleh 
meminjam istilah Pareto – elite dan non-elite -untuk menggambarkan bahwa di dalam masyarakat 
selalu terdapat dua lapisan sosial: lapisan yang rendah (non-elite) dan lapisan yang tinggi (elite). 
Dan kemudian elite dibagi menjadi dua: elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah. 
(Bottomore, 2006;2-3) Maka ulama di Aceh atau teungku dayah dapat disebut sebagai elite agama.  
Dalam ranah agama, elite agama (ulama) mampu mengendalikan tafsiran-tafsirannya terhadap 
ajaran agama untuk disampaikan kepada pengikut agama (massa agama) yang menerima tafsiran 
ajaran agama tersebut dalam menjalankan perilaku keagamaannya. Sebagai sumber referensi 
pengetahuan tentang agama, ulama (elite agama) tampil menjadi figur yang sangat menentukan di 
masyarakatnya. Mereka adalah kelompok minoritas tetapi superior yang posisinya berada di atas 
puncak strata sosial. Memiliki kemampuan sangat dominan untuk memobilisasi, mengendalikan 
dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan.(Alfian, 1975;2) 
Keterikatan masyarakat Aceh dengan ulama atau teungku dayah sangatlah kokoh secara 
relasional dan emosional sehingga tidak jarang ditemukan masyarakat yang fanatik terhadap ulama 
yang dikagumi dan diseganinya. Masyarakat menganggap ulama atau teungku dayah bukan hanya 
menjadi tumpuan dalam aspek keagamaan saja melainkan meluas sampai persoalan sosial-politik 
bahkan urusan masa depan. Sehingga hal ini yang menyebabkan ulama atau teungku dayah 
dianggap sebagai agen dan reformer (mujaddid) dalam urusan keagamaan spiritual (ukhrawi) dan 
urusan kehidupan sosial-politik (duniawi). Tindakan agensi dari ulama banyak diharapkan dapat 
memperjuangkan aspirasi sosial-politik dari masyarakat lokal. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Tulisan ini disajikan sebagai kajian literature disertai dengan observasi. Bahan dasar tulisan ini 
berupa khazanah literature yang dikontekstualisasikan dengan kejadian di local kajian yang berasal 
dari dokumen surat kabar dan tulisan berita tentang kejadian yang berlangsung di Aceh ditinjau 
dari aspek social kemasyarakatan dan politik local. Seluruh bahan yang terkumpul selanjutnya 
dikaitkan melalui penjelasan social kemasyarakatan dan politis local dengan meminjam penjelasan 
teori strukturasi hingga pada sampainya pada kesimpulan tentang adanya disfungsi  agen politik 
para ulama Aceh. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Majelis Permusyawaratan Ulama 
Peran ulama dalam arti kelembagaan sebenarnya telah lama muncul semenjak adanya prinsip 
hubungan baik antara ulama dan umara (pemerintah) pada masa kerajaan Aceh. Institusi ulama 
dalam sejarah Aceh telah lama dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang dipimpin oleh 
seorang dengan gelaran Qadli Malikul Adil dan dibantu dengan empat orang Syaikhul Islam yaitu 
Mufti Madzhab Syafi’i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab 
Hanbali. (Suhaili, 2012; 96) 
Harmonisnya hubungan antara ulama dan umara dapat dilihat melalui rapatnya hubungan 
antara raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Aceh dengan para ulama. Hampir tidak dijumpai 
seorang raja yang tidak didampingi oleh ulama, sehingga kemajuan yang diperoleh oleh raja tidak 
terlepas dari peranan yang dimainkan oleh para ulama. (Muliadi, 2010; 33-36) Namun, ketika 
Belanda kemudian menyusul Jepang mulai masuk dan menjajah tanah Aceh. Institusi ulama secara 
resmi ini pun tidak lagi eksis, sebagai dampak dari penjajahan yang merambah pada munculnya 
para ulama dan mufti-mufti perorangan yang masih memiliki tempat mulia di hati para 
masyarakatnya. 
Ketika tahun 1907, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikannya. Lembaga ini 
diperuntukkan bagi keluarga penjajah dan orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan 
mereka. Sebaliknya, sekolahan ini oleh masyarakat Aceh tidak disenangi karena dianggap kafir. 
(Yusni Sabi, 2005; 65) Memasuki tahun 1913, pemerintah Belanda membatasi masyarakat Aceh 
untuk mendirikan dayah/pesantren atau madrasah hanya dengan materi pelajaran yang diberikan 
izin oleh Belanda.  
Berangkat dari kegelisahan dalam kebebasan intelektual dan institusional keagamaan, para 
tokoh dan ulama seperti Tengku Abd. Rahman Meunasah Muncap, Tengku Islamil Muncap, 
Tengku Muhammad Daud Beureuh, Tengku Muhammad Nur al-Ibrahimy, Tengku Isma;il Yakub, 
Tengku Abdul Wahab Seulimun, dan Tengku Hasballah Indrapuri, mendirikan sebuah wadah atau 
organisasi ulama yang disebut dengan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 
1939.(Anthony Reid, 2007; 8) 
Berdirinya oraganisasi ini bertujuan untuk: pertama, berusaha untuk menyiarkan, menegakkan 
dan mempertahankan agama islam. Kedua, berusaha untuk mempersatukan paham para ulama 
Aceh tentang hukum-hukum Islam. Ketiga, memperbaiki dan mempersatukan kurikulum sekolah-
sekolah agama di seluruh Aceh. Namun, setelah PUSA merambah ke kancah politik terjadi gesekan 
antara ulama dan penguasa Aceh atau yang disebut dengan‛uleebalang‛ sehingga terjadi peristiwa 
perang yang dikenal dengan peristiwa Cumbok. (Reid;2007; 8) Dari sinilah institusi ulama atau 
PUSA mati suri dan kembali dakwah dan pengajarannya hanya perseorangan saja di tempatnya 
masing-masing. 
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Kemudian pada tahun 1965 tepatnya 17 dan 18 Desember 1965 di Banda Aceh, tengah 
berlangsung Musyawarah ulama seluruh Aceh dan sepakat untuk membentuk institusi ulama 
dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan ketua pertama yaitu Tengku Haji 
Abdullah Ujong Rimba. Dan mengikuti Keputusan Gubernur Aceh Nomor 038 Tahun 1968, 
Majelis Permusyawaratan Ulama berubah nama menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah 
Istimewa Aceh (MPU.DI). 
Sepuluh tahun kemudian terbentuklah Majelis Ulama Pusat di Jakarta yang dikuatkan dengan 
Undang-undang (26 Juli 1979) di mana pada 1983 melalui Keputusan Menteri Agama tertanggal 23 
Juli 1983 sebutan Majelis Ulama berubah menjadi Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga 
sekarang. Tujuh tahun kemudian dibentuklah MUI di seluruh propinsi, dan MPUA (Majelis 
Permusyawaratan Ulama Aceh) karena alasan keseragaman maka dirubah menjadi Majelis Ulama 
Daerah Istimewa Aceh. (Yadi, 2012; 101) 
Peranan Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh (MU.DIC/MPU) pada masa rezim orde baru 
belum begitu menggembirakan, karena ulama benar-benar diawasi oleh kekuasaan rezim ini. 
Memang ada secara diam-diam, ulama yang menentang kekuasaan tetapi apabila ketahuan maka 
akan segera dibungkam. Pengaruh ulama pada masa ini terhadapa masyarakat dan kekuasaan 
dilemahkan dan direduksi. Ulama tidak berani berbicara leluasa dan terbuka. Peranan agensi ulama 
hanya dikaitkan dengan konflik politik. Dominasi agensi ulama menjadi terfragmentasi. Artinya 
pihak masyarakat hanya mengakui ulama yang sepakat dengan kelompoknya dan menolak 
pendapat yang sebaliknya. ironinya hal tersebut berdampak hingga sekarang. Bahkan, Rusjdi Ali 
Muhammad berpendapat ‚sejarah telah berulang kembali: ulama telah dieksploitasi untuk 
kepentignan politik. mereka dihargai, tetapi hanya sebatas kepentingan tertentu saja‛. (Rusjdi Ali; 
79) 
Pasca masa reformasi, institusi ulama di Aceh kembali dipulihkan sejak tanggal 4 Oktober 
1999 melalui UU. No. 44 dan disambut baik oleh DPRD melalui Perda No. 3 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan organisasi ulama Aceh. (Sahrin; 31) Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan 
Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 24-27 Juni 2001 melalui sumpah dan ikrar terbentuklah 
kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) secara independen. 
Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama secara yuridis diakui dalam perundangan 
Indonesia sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, diatur dan diperjelas 
oleh Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah 
Istimewa Aceh. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu bentuk keistimewaan yang 
dimili Aceh adalah peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pasal 9 nya menyebutkan 
bahwa : daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat 
independen (berkecuali) yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, 
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termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang 
islami. 
Menurut peraturan daerah, ditegaskan bahwa MPU adalah institusi berkecuali tidak termasuk 
sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat (DPR). Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPU) merupakan mitra (partner) yang sama peringkatnya dengan 
pemerintah dan Dewan PERwakilan Rakyat (DPR). MPU dibentuk di Ibu Kota Provinsi Aceh dan 
di Kabupaten/Kota beranggotakan ulama dan cendekiawan Islam yang memahami agama Islam 
dengan memperhatikan perwakilan kaum perempuan. MPU bersifat independen dan 
kepengurusannya dipilih melalui musyawarah ulama. Kedudukan MPU sebagai mitra (partner) 
Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). (Biro Hukum Prov. NAD, 2006; 132) 
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki fungsi ; memberikan pertimbangan 
terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya 
dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berfungsi untuk memberikan nasihat dan bimbingan 
kepada masyarakat berasaskan ajaran Islam. 
Kewenangan MPU adalah menetapkan fatwa terhadap permasalahan pemerintahan, 
pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU berwenang untuk 
memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik di kalangan umat 
Islam maupun antar umat beragama. Oleh karenanya, MPU selalu hadir dalam segala keputusan 
pemerintah. 
MPU memiliki tugas-tugas sebagaimana berikut : 
1) Memberikan masukan, pertimbangan dan saranan kepada pemerintah Aceh dan Dewan 
Undangan Negeri Aceh (DPRA) dalam menetapkan kebijakan pemerintah yang berasaskan 
syariat Islam 
2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah  
berasaskan syariat Islam 
3) Melakukan penyelidikan,pengembangan, penterjemahan, penerbitan dan pendokumentasian ke 
atas naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam 
4) Mempersiapkan calon Ulama atau pengkaderan Ulama 
 
4.2 Disfungsi Agensi Politik Ulama di Aceh 
Dalam sejarah Aceh, Ulama sebenarnya memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan dakwah 
Islam serta pendamping kekuasaan atau sultan (kerajaan). Pasca reformasi pun melalui UU. No. 11 
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh memberikan keterangan yang amat jelas bahwa Majelis 
Permusyawaratan Ulama berfungsi sebagai mitra (partner) pemerintah dengan kewenangan 
memberikan pertimbangan  terkait dengan urusan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial 
Muhammad Chabibi: Disfungsi Agensi Politik Ulama di Aceh      9 
 
  
Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da’wa Journal 1(02)  
budaya dan kemasyarakatan. Posisinya jelas sejajar dengan pemerintah provinsi atau gubernur serta 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di tingkat provinsi, dan sejajar pula MPU tingkat 
kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota (Bupati/Walikota) serta Dewan Perwakilan 
Kabupaten/Kota (DPRK).  
Namun, bila gejala-gejala disfungsi peran atau krisis peran dalam tubuh Majelis 
Permusyawaratan Ulama baik di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota karena persoalan mendasar 
di arena perbedaan pendapat dan konflik politik maka dapat diprediksikan bahwa hal tersebut akan 
memicu terjadinya kekacauan sosial antara lepasnya sistem nilai/norma dari kebudayaan 
masyarakat Aceh dengan hubungan secara struktural antara ulama dengan umatnya atau elite 
agama dengan massa agamanya (pengikutnya).  
Jika demikian halnya, ulama tidak dapat memainkan peran yang signifikan di tengah-tengah 
masyarakat. Mereka bukan hanya khawatir soal keamanan tetapi juga soal pertikaian antara sesama 
ulama yang mungkin saja terjadi akibat tindakan adu domba dan fitnah. (Rusjdi Ali; 79) Memang, 
kejadian ini mulai bergejala di saat pemerintahan Indonesia dipimpin oleh rezim Orde Baru dimana 
struktur yang ada di Aceh menjadi tertutup dan otoriter oleh elite penguasa Orde Baru. Namun, 
setelah era Reformasi, atau setelah diterapkannya syariat Islam di Aceh secara legal ternyata tidak 
memberikan pengaruh dan perubahan apa-apa bagi ulama atau teungku dayah untuk memulihkan 
kembali disfungsi agensi politiknya. Atau setidaknya revitalisasi peran ulama/teungku dayah 
sebagai agensi perubahan sosial-politik masyarakat di Aceh.  
Pasca Pilihan Presiden tahun 2014, ulama atau teungku dayah masih belum mampu 
memberikan pengaruhnya yang berhubungan dengan pemerintahan atau politik di Aceh. Bahkan 
masyarakat cenderung mengecilkan dan merendahkan peranan ulama atau teungku dayah ketika 
berbicara mengenai politik atau kekuasaan. Bagi masyarakat Aceh kalangan terpelajar, aktivis dan 
cendekia muda Aceh, menganggap ulama atau teungku dayah di segala tingkat, masih belum 
menghendaki untuk update keilmuan dan intelektualitas pemikiran yang berhubungan dengan 
politik kekinian, sehingga ulama atau teungku dayah hanya didengar oleh sebagai kalangan 
masyarakat dan itupun notabene dari masyarakat yang hidup di perkampungan. (wawancara dengan 
anonymous Aceh) 
Konstelasi politik terlihat panas di Aceh yaitu ketika diselenggarakannya pemilihan Kepala 
Daerah Aceh (Gubernur), seperti yang terjadi pada Pilkada tahun 2012, khususnya antara Irwandi 
Yusuf dengan Zaini Abdullah. Banyak sekali kekisruhan dan ketidaknyamanan yang terjadi di 
beberapa kabupaten dan kota oleh masyarakat Aceh. Bahkan terjadi penindasan dan penculikan 
terhadap anggota tim sukses Irwandi Yusuf. Dan di pemilihan ini Zaini Abdullah yang keluar 
sebagai pemenang meskipun mendapatkan perlawanan banding oleh Irwandi Yusuf yang menilai 
pesta demokrasi Aceh tidak dilakukan dengan cara yang benar-benar demokratis. 
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Pada pilkada Aceh tahun 2017 ini saja di mana telah dimenangkan oleh pasangan Irwandi 
Yusuf dan Nova Iriansyah dengan perolehan suara 898.710 melenggang meninggalkan para 
pesaingnya seperti Muzakir-TA. Khalid, Tarmizi A. Karim-Machsalmina Ali, Zaini Abdullah-
Nasarudin, Zakaria-Aladinsyah dan Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, (news.detik, 26 februaru 
2017) setidaknya telah menyisakan catatan kelam tentang kegaduhan pilkada yang ditengarai 
dilakukan oleh beberapa oknum dengan menggunakan peran ulama sebagai alat stimulasi 
kemenangan pasangan calon yang diidamkannya.  
Kegaduhan ini ditangkap oleh para ulama yang tergabung di dalam institusi Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU-Pusat) sehingga mendorong peranannya untuk membentuk 
semacam tausiyah demi meredam polemik pilkada yang dapat menjurus pada disintegrasi acehnese 
local. Tausiyah tersebut mencakup enam butir pokok terkait dengan pelaksanaan Pilkada Aceh 
serentak tahun 2017. Pertama, menyerukan kepada semua warga negara di Provinsi Aceh untuk 
menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Aceh 2017 dengan sebaik-baiknya. Kedua, menyatakan 
setiap muslim wajib memilih orang yang bertakwa, jujur, amanah, cerdas, berpengetahuan luas, 
komunikatif dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan syariat Islam secara kaffah. 
Ketiga, menyerukan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panwaslih (Panitia 
Pengawas Pemilihan) dan semua pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pilkada agar 
bertindak jujur dan adil serta menjaga ketertiban, keamanan dan kedamaian. Keempat, MPU 
mengajak semua warga negara di Provinsi Aceh tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta 
memelihara ukhuwah demi terpeliharanya perdamaian abadi. Kelima, MPU berharap kepada para 
kandidat dan tim sukses agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi dan hal-hal lain yang 
bertentangan dengan syariat Islam. Keenam, MPU berharap kepada para kandidat dan tim sukses 
agar menerima hasil pemilihan kepala daerah dengan penuh keikhlasan, dan apabila terjadi 
perselisihan agar dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku. (analisadaily, 17 November 2016) 
Kendati demikian, para ulama di MPU tidak dapat membendung arus deras kontestasi politik 
dalam pilkada Aceh 2017 yang didiperankan oleh ulama-ulama kalangan kabupaten/kotamadya 
bahkan kampung-kampung yang tersebar di tanah yang dikenal dengan Serambi Mekkah tersebut. 
Tausiyah MPU tersebut sepertinya hanya mengikat kepada warga Aceh sebagai kontestan 
pemilihan Kepala Daerah dan para kandidat serta tim suksesnya saja, sehingga ulama merasa tidak 
terikat dan leluasa memberikan dukungannya secara terang-terangan kepada kandidat yang 
dipilihnya. Sebagai elite agama, ulama atau tengku dayah di sini memerankan sikap politiknya 
yang dipercaya oleh massa agama (jama’ahnya) dapat mengubah Aceh menjadi lebih baik. 
Akhirnya, massa agama atau masyarakat lebih memilih pemimpin pilihan ulama atau tengku dayah 
dan melemahkan calon pemimpin yang dianggap sekuler meskipun semua calon dapat membaca al-
quran dan fasih dalam menjalankan syariat Islam.  
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Meskipun pada faktanya pelaksanaan pilkada Aceh 2017 jauh lebih kondusif dan damai dari 
pada pilkada sebelumnya (2012) namun stigma negatif  (sindiran plesetan seperti teungku Avanza, 
tengku Inova dan lain-lain) terhadap peranan ulama atau teungku dayah yang terlibat langsung 
dalam proses pilkada dengan membuat pernyataan terbuka atas dukungannya kepada salah satu 
calon yang diinginkannya di Aceh menyisakan sedikit pilu bila sindiran dapat disalahgunakan oleh 
masyarakat dalam mengeneralisasi semua ulama atau teungku dayah di Aceh adalah semuanya 
sama, padahal hal tersebut belum tentu dapat dibenarkan sepenuhnya.  
Dengan demikian, tindakan agensi politik ulama atau teungku dayah di Aceh yang mula-mula 
merupakan tindakan yang dimaknai sebagai agensi sakral-religius kemudian  merambah kepada 
agensi profan-keduniawian demi kepentingan politik pribadinya atau kelompoknya sehingga 
meskipun upaya peredaman telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai 
mitra pemerintah dan DPRA, ulama dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) secara tidak 
langsung mengalami disfungsi dalam agensi politiknya akibat pergeseran human interest dalam diri 
ulama atau teungku dayah yang berada di kampung, kota-kota besar maupun di kabupaten.  
 
5. KESIMPULAN 
Di Indonesia, ulama memiliki sebutan yang berbeda-beda dari pengakuan masyarakatnya di 
tingkat daerah, seperti Kiai dalam masyarakat Jawa, Ajengan dalam masyarakat Sunda, Buya 
dalam masyarakat Minang, Syeikh dalam masyarakat Sumatera Utara dan Tapanuli, Tuan Guru 
dalam masyarakat Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan 
Tengah, dan terakhir Teungku dari masyarakat Aceh. 
Ulama di Aceh lebih dikenal dengan istilah teungku dayah, yaitu sebutan khusus masyarakat 
Aceh terhadap ulama tradisional sebagai elite agama Islam. Posisi dan keeradaan ulama di Aceh 
atau masyarakat Aceh sangat sentral dan menentukan. Termasuk apa yang berkaitan dengan 
tindakan-tindakan individu dari masyarakat berkenaan dengan sosial, ekonomi dan politik. 
Implikasi dari keyakinan dan ketergantungan ini adalah menempatkan -secara tidak sadar – 
ulama Aceh sebagai agen atau aktor yang mampu melakukan tindakan atau dapat dikatakan 
sebagai pelaku utama yang memiliki hubungan kekuasaan antara dirinya (sebagai agen) dengan 
struktur yang diamini oleh masyarakat. 
Peran ulama dalam arti kelembagaan sebenarnya telah lama muncul semenjak adanya prinsip 
hubungan baik antara ulama dan umara (pemerintah) pada masa kerajaan Aceh. Pada awalnya 
ulama Aceh secara Institusional membentuk Pusat Ulama Seluruh Aceh (PUSA) kemudian berubah 
menjadi Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU), berubah lagi karena penyamarataan dari pusat 
sehingga menjadi Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh (MU.DIA) dan mengalami mati suri pada 
masa Orde Baru kemudian dihidupkan lagi oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi pada masa 
Reformasi sehingga namanya dikembalikan menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
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sebagai keistimewaan yang diberikan Republik Indoensia kepada Aceh dengan memulihkan 
kembali peranan ulama atau tengku dayah.  
Namun, gejala-gejala mati suri di ulama Aceh masih belum dapat disembuhkan karena 
banyaknya masyarakat yang sudah tidak mengikuti arahan dan pendapat tengku dayah ketika 
berbicara tentang politik, sehingga tengku dayah yang posisinya sebagai agen sosial, tidak dapat 
memberikan terobosan-terobosan pemikiran atau gagasan yang baik dan dapat dirasakan oleh 
masyarakat Aceh secara keseluruhan.  
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